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PEDOMAN TRANSLITERASI
Transliterasi adalah penyalinan dengan panggantian huruf dari abjad
yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-
Quran, transiliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

j A b Th
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2. Vokal

Vokal tunggal Vokal panjang | Vokal rangkap
Fathah f:a s... cai
Kasrah s 5.t au
Dhammah ! s

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (J') gamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (JY) gamariyah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

sall  :al-Bagarah

Ll : al-Madinah

. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (J) syamsyiah

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (JY) syamsyiah
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan
sesuai dengan bunyinya. Contoh:
JaM  :ar-Rajul Bapall
ol gsy-Syams

: as-Sayyidah
=W ad-Déarimi

. Syaddah (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (
), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu
dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydid. Aturan ini
berlaku secara umum, baik tasydid yang berada di tengah kata, di
akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti

oleh huruf-huruf syamsiyah.
Contoh:

Al G : Amanna billahi
Sleild) ol : Amana as-sufahd’'u
oRb o : Inna al-ladzina
& : wa ar-rukka ‘i

. Ta Marbiithah (%)
Ta Marbiithah (3) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata

sifat (na’af), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”.
Contoh:
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PO : al-Afidah

LY LBl ql-Jdmi ‘ah al-Islamiyyah

Sedangkan ta marbithah (3) yang diikuti atau disambungkan (di-
washal) dengan kata benda (ism), maka dialih aksarakan menjadi
huruf “t”. Contoh:

Laliille : ‘ffmjlatun Nashibah
PR : al-Ayat al-Kubra
. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan
tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan
yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal
kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-
lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih
aksara ini, seperti cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold) dan
ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata
sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama din,
bukan kata sandangnya. Contoh: ‘Ali Hasan al-*Aridh, al-’Asqallani,
al-Farmawi dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur’an
dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-
Qur’an, Al-Bagarah, Al-Fatihah dan seterusnya.
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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 89
Tentang Refinancing Syariah Pada Bussan Auto Finance Syariah. Penelitian
ini dilakukan oleh Zukhru Fatuzzahro dengan Nomor Induk Mahasiswa
(NIM) 17110706, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, Institut limu
Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah merupakan salah satu
solusi atas terjadi pembiayaan bermasalah maupm nembiayaan baru. Pada
penelitian ini, penulis ingin mengetahui apakah implementasi Refinancing
Syariah di Bussan Auto Finance Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN
MUI Fatwa DSN-MUI Nomor 89 Tentang Refinancing Syariah atau belum.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat
deskriptif analitis terkait data penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa BAF Syariah
sudah menjalankan proses pembiayaan ulang (refinancing) syariah sesuai
dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 Tentang

Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah, yakni dengan menggunakan
skema al bay’ wa al isti jar.

Kata kunci: pembiayaan ulang, refinancing, pembiayaan bermasalah, ijarah,
al bay’ wa al isti ‘jar,
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional memerlukan kontribusi dan partisipasi
dari semua elemen masyarakat. Salah satu bentuk penggalian potensi
dan wujud kontribusi- masyarakat dalam perekonomian nasional
tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi dan keuangan
berdasarkan Prinsip Syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah
yang memberikan kontribusi bagi masyarakat adalah industri
keuangan nonbank syariah.

Industri keuangan nonbank syariah yang berkembang di
Indonesia secara umum merupakan industri yang menyelenggarakan
kegiatan usahanya di sektor jasa keuangan syariah selain sektor
perbankan syariah dan pasar modal syariah. Secara praktik, industri
keuangan nonbank syariah memberikan pelayanan kepada masyarakat .
terkait dengan bidang keuangan, seperti investasi, pengelolaan risiko,
pembiayaan, tabungan dan jasa keuangan syariah lainnya.'

Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (UU OJK), pengaturan industri Keuangan Nonbank
(IKNB) mencakup Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya dalam hal ini mencakup pergadaian, lembaga
penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor, perusahaan pembiayaan

sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan

11.

! Otoritas Jasa Keuangan, Road map IKNB Syariah 2015 — 2019, (Jakarta: OJK). h.



pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi
penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan,
serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan peraturan perundang-
undangan.” Ttulah lini bisnis IKNB, sehingga lini bisnis IKNB Syariah
adalah industri keuangan nonbank yang berdasarkan prinsip syariah.

Salah satu jenis lembaga keuangan nonbank yang
menjzlankan bisris sesuai syariah adalah perusehaan pembiayaan
(multifinance) syariah. Lini bisnis keuangan syariah ini mengacu pada
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tanggal
19 November 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan
Syariah.?

Saat ini, perusahaan pembiayaan syariah telah mengalami
pertumbuhan yang pesat, baik dari sisi pertumbuhan aset maupun
pertumbuhan kelembagaan atau jaringan. Berdasarkan data pada
dokumen roadmap industri nonbank syariah tahun 2015 — 2019,
diketahui bahwa perkembangan jumlah pelaku industri pembiayaan
syariah selama 6 (enam) tahun terakhir menunjukkan tren yang
positif, meskipun pernah mengalami penurunan pertumbuhan. Dari
jumlah pelaku sebanyak 11 perusahaan pada 2010, meningkat
menjadi 44 perusahaan pembiayaan syariah pada tahun 2014, namun
turun menjadi 40 perusahaan pada 2015. Tingkat pertumbuhan
jaringan perusahaan pembiayaan syariah yang tertinggi dan sangat

signifikan terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 142,86%. Sedangkan

? Otoritas Jasa Keuangan, Road map IKNB Syariah 2015 — 2019, h. 11.

* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tanggal 19 November
2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.



tingkat pertumbuhan terendah terjadi pada 2015, yakni -9%,
sebagaimana bisa dilihat pada tabel berikut ini (data diolah):4

Peﬁsahaan
pembiayaan yang

Perusahaan 9
pembiayaan yang
memiliki Unit Usaha

Syariah

iayaan syariah

Tingkat pertumbuhan  57,14%
tahunan

h pelakﬁindusqi' 11 14 o

Tabel 1

12 32 42 41 37

b 4 Mo A

27,27% 142,86% 29.41% 0% -9%

Adapun data keuangan IKNB syariah yang dirilis Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan

syariah terus mengalami penambahan aset. Data total aset industn

per-April 2017 mencapai Rp.36,758 triliun. Data pertumbuhan aset

perusahaan pembiayaan syariah selengkapnya bisa dilihat pada tabel

berikut ini:

* Otoritas Jasa Keuangan, Road map IKNB Syariah 2015 — 2019, h. 17.




Tabel 2

PERTUMBUHAN 81,61% 427,68% 8,71% -3,54% -5,97% 5991% 2,85%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pertumbuhan
pembiayaan syariah pernah mengalami kenaikan drastis pada tahun
2011 dan 2012, namun turun drastis pada tahun 2013 sampai 2015,
kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2016 dan sampai
April 2017 mengalami pertumbuhan 2,85% sejak Desember 2015.°

Salah satu faktor penyebab pertumbuhan pembiayaan syariah
adalah besaran uang muka pembiayaan syariah lebih rendah sekitar
5% jika dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Regulasi
yang mengatur insentif uang muka tersebut adalah Surat Edaran OJK
(SEOJK) No0.47/2016 tentang Besaran Uang Muka (Down Payment)
Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Perusahaan Pembiayaan, dan
SEOJK No0.48/2016 tentang Besaran Uang Muka (Down Payment)
Pembiayaan Kendaraan Bermotor untuk Pembiayaan Syariah.

Selain itu, regulator juga mendorong para pelaku industri
untuk melakukan inovasi produk, yakni dengan adanya upaya
perluasan produk ke segmen multiguna yang menawarkan
pembiayaan ibadah umrah juga dinilai berhasil menarik minat pasar
untuk memanfaatkan pembiayaan syariah. OJK juga mendorong

upaya percepatan pemisahan (spin off) unit usaha syariah atau UUS,

® Otoritas Jasa Keuangan, Statistik IKNB Syariah di www.ojk.go.id, diakses pada

tanggal 22 Juli 2017, pukul 21.19.

ASET 4205 22664 24639 23768 22350 35741 36758



dengan segera menerbitkan aturan yang mewajibkan perusahaan
pembiayaan syariah untuk menyampaikan peta jalan (roadmap)
terkait rencana pemisahan UUSs.®

Berbagai upaya tersebut dilakukan demi terwujudnya inklusi
keuangan syariah, terutama untuk memberikan solusi bagi masyarakat
yang membutuhkan kendaraan bermotor maupun barang dan/atau jasa
lainnya dengan skema pembiayaan syariah. Secara garis besar, ada
tiga besaran objek barang dan/ctau objek jasa yang menjad:
kebutuhan masyarakat terkait pembiayaan, yakni kendaraan bermotor,
mesin alat berat, serta peralatan elektronik dan rumah tangga.

Saat ini, kendaraan bermotor bukan lagi menjadi barang
mewah yang dibeli berasaskan keinginan, kendaraan bermotor kini
sudah menjadi suvatu kebutuhan untuk mengatasi sulitnya akses
transportasi di kota-kota yang padat penduduknya. Meskipun kerap
dibutuhkan dan diperlukan, harga kendaraan bermotor masih terbilang
tinggi sehingga sulit didapati dengan pembayaran tunai. Oleh karena
itu, banyak perusahaan pembiayaan yang berkonsentrasi kepada
pemberian kredit untuk kendaraan bermotor, baik roda empat maupun
roda dua.

Selain itu, banyaknya industri dan usaha kécil menengah di
Indonesia, membuat negeri ini bergantung kepada keberadaan mesin
dan alat berat. Mesin-mesin tersebut tentunya menjadi alat untuk
menghasilkan produk yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat
seperti, pakaian, makanan, rumah, dan lain-lain. Tidak semua
perusahaan memiliki dana cukup untuk membeli mesin dan alat berat

dengan cara tunai, apalagi jika usahanya masih berskala kecil dan

® SEOJK No.48/2016 tentang Besaran Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan
Kendaraan Bermotor untuk Pembiayaan Syariah.




menengah, pastinya sulit untuk membeli langsung mesin dan alat
berat untuk proses produksinya. Pilihan untuk melakukan pembelian
secara kredit pun akhirnya diambil guna tetap bisa menjalankan
usahanya.

Kebutuhan berikutnya adalah pembiayaan peralatan elektronik
dan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga memang jumlahnya bisa
sangat banyak. Tidak hanya kebutuhan pokok yang menuntut untuk
dipenuhi, melainkan juga kebutuhan-kebutuhan sekunder yang
menyangkut hiburan keluarga dan kelengkapan peralatan dapur.

Segala keinginan tersebut pada akhirnya tidak jarang terbentur
dengan masalah keuangan, atau tidak adanya dana yang cukup untuk
membeli semua barang tersebut. Di lain pihak, masyarakat merasakan
urgensi untuk memiliki benda-benda tersebut yang cukup besar. Pada
waktu inilah kita dapat memanfaatkan layanan jasa dari perusahaan
pembiayaan. Banyak perusahaan pembiayaan yang bergerak di jasa
pembelian alat elektronik maupun peralatan rumah tangga yang
dibayar secara angsuran, hal ini dikarenakan jumlah rumah tangga di
Indonesia yang juga melimpah dan membutuhkan pelayanan
keuangan yang dapat memberikan kemudahan untuk membeli barang-
barang kebutuhannya dengan dicicil.”

Tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan bisnis pembiayaan
syariah mengalami persaingan yang cukup ketat, terutama jika
dibandingkan dengan fasilitas dan layanan yang diberikan oleh
perusahaan leasing konvensional. Pada perusahaan leasing
konvensional, akad atau perjanjian yang digunakan produknya sangat

lugas berupa pinjaman ditambah dengan bunga, sehingga akad

7 https://www.baf.id Produk BAF, diakses pada 22 Juli 2017, pukul 21.21.




dengan tujuan apapun akan menggunakan transaksi pinjaman
ditambah dengan bunga.

Namun tidak demikian dengan akad yang dipergunakan oleh
perusahaan  pembiayaan syariah. Penyelenggaraan  kegiatan
pembiayaan syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (‘adl),
keseimbangan  (tawazun),  kemaslahatan  (maslahah), dan
universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysiz,
riba, zhulm, risywah, dan objek haram.

Kegiatan dan produk perusahaan pembiayaan syariah juga
harus menggunakan akad-akad yang sesuai syariah. Kegiatan
perusahaan pembiayaan tersebut meliputi pembiayaan jual beli,
pembiayaan investasi, dan pembiayaan jasa. Kegiatan pembiayaan
jual beli menggunakan akad jual beli dengan menegaskan untung
(murabahah), jual beli pemesanan (salam), dan jual beli konstruksi
(istishna’). Kegiatan pembiayaan investasi menggunakan akad kongsi
investasi (mudharabah), kongsi usaha (musyarakah), kongsi investasi
dan usaha (mudharabah musytarakah), dan kongsi berkurang
(musyarakah mutanagqishah). Kegiatan  pembiayaan  jasa
menggunakan akad sewa menyewa (ijarah), sewa berakhir lanjut
milik (ijarah muntahiya bit tamlik), anjak piutang (hawalah atau
hawalah bil ujrah), kuasa atau perwakilan (wakalah atau wakalah bil
ujrah), jaminan (kafalah atau kafalah bil wujrah), sayembara
pencapaian prestasi (ju ‘alah), dan pinjaman (gardh).?

Dari rincian akad di atas bisa dilihat bahwa akad-akad yang
digunakan oleh pembiayaan syariah memiliki banyak ragam akad.

Akad yang dipergunakan ini disesuaikan dengan berbagai kebutuhan

® Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tanggal 19 November
2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.




masyarakat terhadap perusahaan pembiayaan syariah. Salah satu
kebutuhan masyarakat yang perlu diperhatikan oleh perusahaan
pembiayaan syariah adalah kebutuhan untuk melakukan pembiayaan
ulang (refinancing) maupun pembiayaan baru atas kendaraan lama
yang sebelumnya sudah dimiliki nasabah.

Terkait dengan kebutuhan pembiayaan refinancing ini, DSN
MUI telah mengeluarkan fatwa yakni Fatwa DSN MUI No. 89
tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariak. Pada fatwa
tersebut, DSN MUI membuat ketentuan bahwa pembiayaan
refinancing bisa dilakukan oleh perusahaan pembiayaan syariah
dengan menggunakan 3 alternatif akad, yakni musyarakah
mutanagqishah, al bay’ wal isti jar, al bay’ dalam rangka musyarakah
mutanagqishah.®

Konsep refinancing syariah ini bisa dijalankan pada
perusahaan pembiayaan syariah dalam rangka melakukan
restrukturisasi atas nasabah yang sedang mengalami over due
(terlambat bayar), baik over due I (terlambat bayar selama 1 bulan),
over due 11 (terlambat bayar selama 2 bulan), over due III (terlambat
bayar selama 3 bulan), over due IV (terlambat bayar selama 4 bulan),
over due V (terlambat bayar selama 5 bulan) maupun nasabah yang
sampai mengalamai over due VI (terlambat bayar selama 6 bulan).
Solusi akad atas over due 1 — VI tersebut menggunakan akad
musyarakah mutanaqgishah. Akad ini dipergunakan pada kondisi
nasabah yang tidak harus melakukan pelunasan terlebih dahulu

sebelum ada pembiayaan baru.

® Fatwa DSN MUI No. NOMOR 89/DSN-MUV/XII/2013 tentang Pembiayaan
Ulang (Refinancing) Syariah.
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Sedangkan reﬁnancin‘rg syariah dengan akad al bay’ wal
isti jar dipergunakan untuk, memberikan solusi atas kebutuhan
nasabah untuk melakukan pembiayaan ulang (refinancing) maupun
pembiayaan baru atas kendaraan lama yang sebelumnya sudah
dimiliki nasabah. Namun akad ini bisa diberlakukan jika sebelumnya
nasabah sudah melakukan pel‘unasan terlebih dahulu.

| Pada praktiknya, H(etiga akad tersebut belum lazim
dipergunakan oleh perusahaan pemtizyaan syariah sebagai solusi atas
pembiayaan bermasalah. Bahkan sampai dengan Juli 2017 ini, belum
ada perusahaan pembiayaan syariah yang menggunakan akad
musyarakah mutanaqishah‘ dalam rangka refinancing syariah.
Bahkan, saat ini perusahaan yang sudah menggunakan akad al bay’
wal isti’jar baru satu, yakqj Unit Usaha Syariah PT Bussan Auto
Finance (BAF Syariah). |

Berdasarkan uraian |di atas, penulis merasa bahwa skema
refinancing syariah baik dengan akad musyarakah mutanaqishah,
akad al bay’ wal isti ‘jarj maupun akad al/ bay dalam rangka
musyarakah mutanaqishah %ni memiliki nilai mashlahat yang tinggi
bagi masyarakat, sebagai“ solusi akad syariah atas kebutuhan
pembiayaan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan
dalam kondisi nasabah sudah lunas maupun yang akan lunas.

Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi
refinancing syariah pada B‘AF Syariah, apakah sudah sesuai dengan
Fatwa DSN MUI dan renglasi terkait, atau belum. Oleh karena itu
pada skripsi ini, penuli§ melakukan penelitian dengan judul
IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 89/DSN-
MULI/X11/2013 TENTANG REFINANCING SYARIAH PADA

BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) SYARIAH.
|
\
|
\
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B. Permasalahan

1.

Identifikasi Masalah
Peneliti mengidentifikasi beberapa masalah, di antaranya
adalah sebagai berikut:
Pembiayaan murabahah di BAF Syariah
b. Pengalihan pembiayaan (take over) dari perusahaan
pembiayaan konvensional ke BAF Syariah
¢. Pembiayaan ulang (refinancing) syariah dengan akad bay’ wal
isti jar di BAF Syariah

Pembatasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil yang baik
dan maksimal sesuai tujuan yang dikehendaki, maka penulis akan
membeatasi pada huruf ¢ yaitu masalah refinancing syariah di BAF
Syariah dengan akad bay’ wal isti jar.

. Perumusan masalah

Dari pembatasan masalah diatas, penulis merumuskan

masalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah konsep Fatwa DSN MUI terhadap pembiayaan
ulang (refinancing) syariah di perusahaan pembiayaan

syariah?

b. Bagaimanakah implementasi pembiayaan ulang (refinancing)

syariah pada BAF Syariah?

c. Apakah implementasi pembiayaan ulang (refinancing) syariah

pada BAF Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pemaparan pada perumusan masalah di atas,
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut: |
a. Untuk mengetahui konsep Fatwa DSN MUI terhadap
pembiayaan ulang (refinancing) pada perusahaan pembiayaan
syariah. |
b. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan ulang
(refinancing) syariah pada BAF Syariah.
¢. Untuk mengetahui z;pakah implementasi pembiayaan ulang
(refinancing) syariah pada BAF Syariah sudah sesuai dengan
Fatwa DSN-MUL

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis
\
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap

khazanah ilmu pengetahuan kepada mahasiswa, khususnya
prodi muamalat mengenai implementasi fatwa DSN-MUI
nomor 89/ DSN-MUV/XII/2013 tentang refinancing syariah
pada Bussan Auto Finance (BAF) syariah Dan juga penulis
berharap agar kajjan ini dapat menjadi referensi untuk
penelitian-penelitian selanjutnya.
b. Manfaat Praktis |

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi

dan wawasan bagi ﬂ)eneliti, kalangan mahasiswa dan kalangan

masyarakat terutama nasabah dan calon nasabah perusahaan
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pembiayaan syariah yang memiliki kebutuhan terhadap

pembiayaan ulang (refinancing) syariah.

D. Telaah/Kajian Pustaka Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan
telaah pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-
miormasi yang berkaitan dengan poxok permasalahan. Sclai ilu
penulis akan menelaah penelitian dahulu yang akan menjadi sumber
acuan dalam pembahasan tentang pembiayaan ulang (refinancing)
syariah,

Tazkya Putri Amelia, mahasiswi Universitas Indonesia (UI),
Fakultas Hukum (2015), dengan judul skripsi “TINJAUAN
YURIDIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERMASALAH PADA PERBANKAN
SYARIAH (STUDI KASUS PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG PONDOK KELAPA)”. Metodologi yang
digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif. Skripsi tersebut
menjelaskan mengenai  kesesuaian pengaturan restrukturisasi
pembiayaan murabahah yang diatur di dalam Peraturan Bank
Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan bagaimana
pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Pondok Kelapa. Penulis tersebut
meneliti apakah terdapat pertentangan di antara peraturan Peraturan
Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang
mengatur restrukturisasi pembiayaan murabahah. Dari hasil penelitian
tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara
pengaturan mengenai restrukturisasi pembiayaan yang diatur di dalam

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan Peraturan Bank Indonesia.
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Tidak adanya pertentangan ketentuan mengenai restrukturisasi
pembiayaan yang diatur di dalam Peraturan Indonesia dan Dewan
Syariah Nasional MUI karena restrukturisasi pembiayaan
dilaksanakan dengan memperhatikan Dewan Syariah Nasional MUI
yang berlaku. Namun dalam implementasinya di Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Pondok Kelapa terdapat sedikit perbedaan
dengan apé yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, di
mana di- dalam pelaksanaan restrukturisasi pem“iaycan murabahah
pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pondok Kelapa
dimungkinkan untuk dilakukan sistem baloon payment. Hal ini tidak
diatur di dalam peraturan-peraturan mengenai restrukturisasi
pembiayaan dan hanya didasarkan pada kesepakatan antara pihak
bank dan nasabah.

Nina Herlina, mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ)
Jakarta, fakultas Syariah (2016), dengan judul skripsi “ANALISIS
TAHAPAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BANK
SYARIAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN BERBASISKAN
AKAD MURABAHAH (Studi kasus di Bank Muamalat
Indonesia Kantor Pusat)”. Metode yang digunakan adalah metode
kualitatif yang mendeskripsikan data hasil penelitian. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Bank Indonesia
(PBI) dan Fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang restrukturisasi
pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia. Berdasarkan
hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah terdapat kesesuaian
antara PBI No. 10/18/PBI/2008 TENTANG restrukturisasi
pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, beserta
perubahannya yaitu PBI No. 13/9/PBI/2011 dan Fatwa DSN-MUI No.
48/DSN-MUI/1I/2005  tentang penjadwalan kembali tagihan
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murabahah dan Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/11/2005 tentang
konversi akad murabahah terhadap pelaksanaan restrukturisasi
pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia.

Mochamad Gustaf Maulana, mahasiswa Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, fakultas Ilmu Dakwah dan
Ilmu Komunikasi (2016), dengan judul skripsi “ANALISIS
PROZLEM SOLVING DALAM PENYELESAIAN

- PEMBIAYAAN BERMASAILAH PADA UNIT RECOVERY

DAN REMEDIAL BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG
JAKARTA BARAT”. Metode yang digunakan adalah metode
kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka
dan wawancara. Metode analisis datanya menggunakan analisis
deskriptif, karena dalam penelitian ini penulis menjelaskan metode
pemecahan masalah (problem solving) yang dilakukan Bank BNI
Syariah cabang Jakarta Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
analisa yang dilakukan unit rescovery dan remedial dalam metode
yang efektif. Sebelum pembiayaan itu diberikan kepada nasabah ada
beberapa prosedur pembiayaan yang dilakukan Bank guna
meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Adapun langkah
penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan secara kooperatif dan
sesuai syariah dengan fasilitas restrukturisasi pembiayaan untuk
menjaga kualitas aktiva yang dimiliki Bank BNI Syariah cabang
Jakarta Barat.

Berbeda dengan apa yang akan penulis kaji, setelah membaca
beberapa skripsi di atas, penulis akan membahas masalah mengenai
analisis hukum Islam terkait dengan implementasi akad pembiayaan
ulang (refinancing) syariah pada Unit Usaha Syariah PT Bussan Auto

Finance. Pembiayaan ulang (refinancing) syariah menurut Fatwa
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Dewan Syari’ah Nasional Nomor 89/DSN-MUI/XII2013 Tentang
Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah adalah menggunakan akad
musyarakah mutanaqishah atau al bay’ wal isti jar atau al bay’ dalam
rangka musyarakah mutanaqishah. Penulis ingin lebih fokus meneliti
pada penggunaan akad al bay’ wal istijar pada perusahaan
pembiayaan syariah karena belum ada satu pun perusahaan

pembiayaan syariah yang menggunakan akad musyarakah

mutanagqishah.

E. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Bay’ (jual beli)

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut al-
ba’i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.
Wahbah Zuhaili mengartikan secara bahasa dengan “menukar
sesuatu dengan sesuatu yang lain”.10 Dari sisi objeknya, objek jual

beli bisa berupa barang, jasa (dari manusia) maupun manfaat (dari
benda).

2. Pengertian Ijarah
ljarah menurut etimologi berasal dari kata -_>% -oal
3la) -\l artinya u=s2)l membalas dengan memberi upah.''
Ijarah juga diartikan sebagai 4=disll &3 = menjual manfaat. Jadi,
ijarah secara lughawi bisa bermakna ganda yakni sebagai upah

dan sewa. Antara sewa dan upah ada perbedaan makna

' Wahbah az Zuhaili, al Figih al Islamiy wa ‘Adillatuh, jilid 5, (Jakarta: Gema
Insani, 2011). Cet. Ke-1, h. 25.

'" Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung), h. 34.
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operasional, sewa biasanya digunakan untuk jual beli manfaat
benda, sedangkan upah digunakan untuk jual beli manfaat tenaga.
Pembahasan mengenai ijarah ini dimiripkan atau
dipersamakan dengan pembahasan mengenai Jual Beli terutama
dari sisi pokok-pokok permasalahannya, tinjauan mengenai jenis-
jenis ijarah, syarat sah ijarah, hal yang menyebabkan batalnya
ijarah, serta hukum-hukum yang tcrkait dengan ijarah.'” Jadi,
sejatinya pembahasan ijarah ini merupakan bagian dari
pembahasan jual beli, namun ijarah adalah jual beli khusus untuk

objek jual beli berupa jasa dan manfaat.

Pengertian Al Bay’ wa al Isti jar

Akad al bay’ wal istijar adalah akad jual beli yang
dilanjutkan dengan akad ijarah muntahiya bit tamliik. Sedangkan
akad ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) adalah sewa menyewa
yang berkombinasi, bila masa sewa berakhir maka penyewa boleh
membelinya, atau pihak Lembaga Keuangan (LKS)
memberikan/menghibahkannya. Tentu dengan syarat Lembaga
Keuangan Syariah- membuat akad/janji di awal akad, akan

menjualnya atau menghibahkannya kepada penyewa.13

Pengertian Wa’ad

Wa’ad adalah janji, Janji (wa'd) dalam transaksi keuangan
dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi (ditunaikan)
oleh wa'id dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam Fatwa.

2 Ibnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Mugqtashid, juz 2, (Indonesia:

Dar Thya al Kutub al Arabiyyah), h. 165.

260.

® Ahmad Ifham, Bedah Akad Pembiayaan Syariah, (Depok: HeryaMedia, 2015), h.
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Menurut mayoritas ulama, janji hanya mengikat menurut
agama, tidak mengikat secara hukum. Sedangkan menurut
madzhab Maliki yang memiliki empat pendapat, pendapat yang
terkuat adalah pendapat yang keempat, yaitu mengikat secara
hukum sama dengan kontrak, yakni jika janji itu dikaitkan dengan

suatu sebab dan sebab tersebut dikemukakan dalam pernyataan

Jjanji. 14
5. Pengertian Hibah

Selain opsi jual beli, salah satu unsur transaksi utama
dalam skema ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) yang
dilaksanakan setelah ijarah selesai dilakukan adalah hibah

(pemberian).

Di dalam syara’, hibah berarti akad pemberian harta milik
seseorang kepada orang lain pada waktu ia masih hidup, tanpa
adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada
orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya

hak kepemilikan, maka hal itu dinamakan ‘ariyah (pinjaman).'®

6. Pengertian Refinancing Syariah
Pembiayaan ulang (refinancing) adalah pemberian fasilitas
pembiayaan baru bagi nasabah baru atau nasabah yang belum
melunasi pembiayaan sebelumnya. Sedangkan pembiayaan ulang
syariah  (sharia refinancing) adalah  pembiayaan ulang

berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan wulang syariah

** Oni Sahroni, M. Hasanuddin, Fikih Muamalah — Dinamika Teori Akad dan
Implementasinya dalam Ekonomi Syariah, h. 7.

1 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, jilid 14, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1987) Cet. Ke-1,
h. 175.
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(sharia refinancing) mencakup dua keadaan: 1) pembiayaan yang
diberikan kepada calon nasabah yang telah memiliki aset
sepenuhnya; dan 2) pembiayaan yang diberikan kepada calon
nasabah yang telah menerima pembiayaan yang belum
dilunasinya. Adapun alternatif akad pembiayaan ulang syariah
menurut Fatwa DSN MUI No. 89/DSN-MUI/X1I/2013 tentang
Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah adalah musyarakah
mutanaqishah, al bay’ wal isti jar dan akad al bay’ dalam rangka

musyarakah mutanaqishah.'®

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan
kualitatif ini digunakan apabila data yang hendak dikumpulkan adalah
data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata atau
kalimat. Penelitian kualitatif sangat mengutamakan kualitas data,
sehingga dalam penelitian kualitatif tidak digunakan analisis
statistika.

Sedangkan jika ditinjau dari tempat pelaksanaan penelitian,
maka berdasarkan fokus dan ruang lingkup yang didasarkan pada
suatu penelitian terhadap implementasi pembiayaan ulang
(refinancing) pada BAF Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian
lapangan (field research), yakni penelitian yang langsung dilakukan
dilapangan.

Kemudian untuk mempermudah penjelasan metodologi
penelitian yang digunakan, maka perlu adanya uraian langkah-
langkah sistematis yang ditempuh dalam penelitian ini. Adapun

langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

'8 Ahmad Itham, Buku Pintar Ekonomi Islam, (Depok: HeryaMedia). h. 777.
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Sumber Data

Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan library
research. Maksudnya, pengambilan data yang berasal dari buku-
buku atau karya ilmiah khususnya dibidang figh Muamalah, serta
hasil wawancara dengan beberapa pihak kompeten yang
bersangkutan agar mendapatkan informasi dan data yang akurat.
Pengumpulan Data 7

Metode - pengumpulzn  data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah adalah mencari data-data yang diperlukan
dari objek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam
pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Metode Interview

Metode Interview atau wawancara adalah percakapan
dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh 2
pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan
yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas
pertanyaan tersebut.

Interview dilakukan dalam upaya penggalian data dari
nara sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara
langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang
berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap
implementasi pembiayaan ulang _(refinancing), yakni
Pemimpin Unit Usaha Syariah PT BAF dan Staf pada Unit
Usaha Syariah PT BAF.

b. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai

hal-hal yang berkaitan dengan penelitian di BAF Syariah,
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baik berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan

sebagainya.

3. Analisis Data

Setelah dikumpulkannya data-data yang diperoleh untuk
kepentingan kajian ini, maka akan dianalisis dengan metode
deskriptif analisis, yaitu berusaha untuk menggambarkan dan
menganalisis secara meadalam berdasarkan data yaug Jipervleh.'”
- Dengan menggunakan metode ini, penulis
mendeskripsikan tentang pengertian pembiayaan, pembiayaan
syariah, pembiayaan ulang (refinancing) syariah, serta tentang
sistem pengelolaan dan manajemen di BAF syariah. Setelah itu,
penulis menganalisis Fatwa NO: 89/DSN-MUI/XIL/2013, serta
menganalisis data hasil penelitian di BAF syariah untuk dikaji
kembali apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah berdasarkan ketentuan yang ada didalam fatwa.

G. Teknik penulisan
Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini merujuk pada

“Pedoman Penyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi” IIQ Press. 2016.

H. Sistematika Penulisan
Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari
beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam

penyusunan serta mempelajarinya. Adapun sistematikanya adalah
sebagai berikut:

'” M. Igbal Hasan, Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta:
Ghaiia Indonesia, 2002), h. 87.



BAB1

BABII

BAB III

BAB IV

21

PENDAHULUAN, Berisi latar belakang masalah,
identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah
pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan

sistematika penulisan.

LANDASAN TEORITIS. Membahas tentang
pengertian akad jual beli, dasar hukum akad jual beli,
syarat dan rukun akad jual beli. Pengertian akad
ifarah, dasar hukum akad ijarah, syarat dan rukun
akad ijarah. Pengertian akad ijarah muntahiya
bittamlik, dasar hukum akad ijarah muntahiya
bittamlik, syarat dan rukun akad ijarah muntahiya
bittamlik. = Membahas tentang pembiayaan di
perusahaan  pembiayaan  syariah  (pengertian
pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, analisis
pembiayaan, pembiayaan bermasalah, restrukturisasi
pembiayaan bermasalah, dan pembiayaan ulang

(refinancing) syariah).

GAMBARAN UMUM TENTANG BAF
SYARIAH. Menguraikan tentang sejarah singkat
berdirinya BAF Syariah, visi dan misi BAF Syariah,
struktur organisasi BAF Syariah, produk-produk BAF
Syariah, prosedur pembiayaan ulang (refinancing)

syariah pada BAF Syariah.

IMPLEMENTASI REFINANCING SYARIAH
PADA BAF SYARIAH. Konsep Fatwa DSN MUI
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BABYV

pembiayaan ulang (refinancing) syariah di perusahaan
pembiayaan syariah. Implementasi Fatwa DSN MUI

tentang pembiayaan ulang (refinancing) syariah di
BAF Syariah.

PENUTUP. Berisi kesimpulan dan  saran/

rekomendasi.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan

penelitian tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-
MUVXII/2013 Tentang Réﬁnanéing Syariah Pada Bussan Auto
Finance (BAF) Syariah:

1.

Berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-
MUUIXII/2013 tentang pembiayaan ulang (refinancing) syariah,
metode refinancing syariah dilaksanakan dengan menggunakan 3
alternatif skema akad, yakni musyarakah mutanaqishah, al bay’
wa al istijar, dan al bay’ dalam rangka musyarakah
mutanaqishah.

Unit Usaha Syariah PT BAF (BAF Syariah) telah menerapkan
skema pembiayaan ulang (refinancing) syariah dengan akad bay’
wal isti jar terhadap konsumen baru maupun konsumen lama
yang telah melakukan pelunasan pada fasilitas pembiayaan
sebelumnya.

Berdasarkan pada tabel perbandingan antara poin-poin yang
tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-
MUI/XI1/2013 Tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah
dengan implementasi Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan ulang
(refinancing) syariah di BAF Syariah sesuai dengan fitur produk,
mekanisme, prosedur dan contoh perhitungan produk SYANA,
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bisa disimpulkan bahwa pembiayaan ulang (refinancing) yang

diimplementasikan oleh BAF Syariah sudah sesuai Syariah.

B. Saran
Setelah penulis melakukan penelitian, ada beberapa saran
yang penulis berikan kepada berbagai pihak terkait dengan hasil
penelitian ini, yakni:

1. Saran kepada regulator:

hendaknya regulator membuat peraturan bahwa untuk
produk-produk yang secara esensial merupakan produk khas
syariah agar diatur untuk dijalankan hanya oleh perusahaan
pembiayaan syariah baik melalui unit usaha syariah milik
perusahaan pembiayaan induknya maupun oleh perusahaan
pembiayaan syariah yang telah berbadan hukum perseroan

terbatas tersendiri.
2. Saran kepada akademisi:

Hendaknya akademisi membuat kajian dan penelitian yang
bisa mendorong tumbuh kembang industri pembiayaan syariah
dalam kondisi fakta pertumbuhan perusahaan pembiayaan syariah

yang tidak begitu pesat.
3. Saran kepada praktisi:

hendaknya praktisi perusahaan pembiayaan syariah
lainnya segera melakukan kajian bisnis dalam rangka
implementasi skim produk pembiayaan ulang (refinancing)
syariah, baik menggunakan skema akad musyarakah
mutanaqishah, akad al bay’ wa al isti jar, maupun akad al bay’

dalam rangka musyarakah mutanagqishah.
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C. DAFTAR JAWABAN
Sejarah PT BAF dan Sejarah BAF Syariah

1.

a.

Sejarah PT BAF

PT Bussan Auto Finance (BAF) merupakan perusahaan
yang bergerak di bidang jasa pembiayaan dengan berkonsentrasi
kepada pembiayaan sepeda motor Yamaha. BAF berdiri pada
tahun 1997 dengan modal saat ini lebih dari Rp.353 miliar. Saat
ini BAF memiliki 250 kantor pelayanan di seluruh Indonesia
dengan jumlah pegawai lebih dari 8000 orang.

Dengan seiring pertumbuhan dan perkembangan
kebutuhan masyarakat, BAF turut berinovasi untuk menjadi solusi
pembiayaan bagi kebutuhan masyarakat dengan membuka
berbagai macam jenis pembiayaan lainnya seperti pembiayaan
multiproduk, mesin pertanian, mobil, dan juga pembiayaan
kembali.

BAF telah terdaftar dalam Asosiasi Perusahaan
Pembiayaan Indonesia (APPI) dan juga Biro Kredit. Dalam
melaksanakan bisnisnya BAF juga terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan.

Sejarah BAF Syariah

Berikut ini adalah sejarah BAF Syariah sejak pengajuan
izin usaha dan izin operasional sampai dengan ekspansi bisnis dan
inovasi produk baru.

Gambar 1. Perjalanan BAF Syariah

BAF Syariah mulai membuka lini bisnis syariah pada
tahun 2012. BAF semakin progresif mengembangkan bisnis
pembiayaan syariah seiring dengan hadirnya Peraturan Otoritas




Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tanggal 19 November
2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
POJK ini semakin menguatkan kedudukan perusahaan
pembiayaan syariah dan menjadi landasan untuk membuat produk
dengan berbagai akad sesuai syariah.

Hadirnya POJK tersebut tidak disia-siakan oleh PT BAF,
dan akhirnya mengajukan perizinan untuk pendirian Unit Usaha
Syariah pada bulan Mei 2015 dan melengkapi berkas-berkas
perizinan 22 kantor cabang usaha syariah. Selanjutnya pada Juni
2015, BAF menggelar pelatihan dan sosialisasi terkait mekanisme
dan produk pembiayaan BAF Syariah ke seluruh cabang. Pada
saat itu, BAF Syariah juga melakukan sosialisasi penggunaan
Convin Syariah, yaitu sistem pengolahan data serta aplikasi untuk
konsumen dan supplier (dealer) yang digunakan oleh bagian
admin, penagihan dan pemasaran.

PERJALANAN BAF SYARIAH

Gambar 2. Perjalanan BAF Syariah

Pada Juli 2015, keluar izin OJK untuk BAF Syariah dan
22 Kantor Cabang Usaha Syariah. Pada saat itu bertepatan dengan
dikeluarkannya kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang
penurunan uang muka (down payment/DP) pembiayaan kendaraan
bermotor. Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang
besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor bagi
perusahaan Pembiayaan dan Surat Edaran OJK Nomor
20/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka pembiayaan
kendaraan bermotor untuk pembiayaan syariah. Melalui paket
peraturan tersebut, OJK menurunkan besaran uang muka
pembiayaan kendaraan bermotor bagi perusahaan pembiayaan,
perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah (UUS)




perusahaan pembiayaan, mulai dari 5% hingga 10%. Hal ini
mendorong bisnis BAF Syariah semakin berkembang pesat.

Pada Agustus 2015, BAF Syariah mulai melakukan
booking untuk 22 Kantor Cabang Usaha Syariah. BAF Syariah
selanjutnya mendaftarkan 110 Kantor Cabang Usaha Syariah
untuk memperoleh izin operasional. Pada saat itu juga dilakukan
akses Convin Syariah untuk 110 Kantor Cabang Usaha Syariah.
BAF Syariah juga menggelar pelatihan dan sosialisasi
pembiayaan dan produk BAF Syariah untuk 110 Kantor Cabang
Usaha Syariah.

Pada September 2015, keluarlah izin BAF Syariah dari
OJK untuk 110 Kantor Cabang Usaha Syariah. Bisnis BAF
Syariah semakin meningkat, ditandai dengan mulainya Booking
kendaraan pada 110 Kantor Cabang Usaha Syariah. Pada saat itu
BAF Syariah juga mulai menerapkan distribusi perjanjian
konsumen secara carbonize. Pada saat itu BAF Syariah juga
mengajukan izin ke OJK untuk bisnis baru syariah dalam rangka’
meningkatkan ekspansi bisnis BAF Syariah. Pada Oktober 2015,
OLP untuk konsumen BAF Syariah sudah bisa digunakan.

PERJALANAN BAF SYARIAH.
Gambar 3. Perjalanan BAF Syariah

Pada November 2015, BAF Syariah mempersiapkan bisnis
baru syariah, yakni Sewa Guna Usaha Syariah dan Refinancing
Syariah. Pada Desember 2015, BAF mendaftarkan 55 Kantor
Cabang Usaha Syariah untuk memperoleh izin operasional ke
OJK. Akhirnya izin bisa diperoleh.

Pada Januari 2016, BAF menjalankan CMS (Customer
Management System) untuk konsumen BAF. Pada saat itu bisa
dipergunakan pembayaran komisi dealer melalui sistem atas
booking BAF. Refinancing Syariah juga diujicobakan dan
akhirnya bisa dijalankan sampai saat ini.




2. Visi dan Misi BAF Syariah

Visi misi BAF Syariah merujuk pada Visi Misi PT Bussan Auto
Finance:

a. Visi
Visi BAF adalah menjadi perusahaan pembiayaan termuka dan

terpercaya bagi pelanggan, mitra usaha dan masyarakat.
b. Misi

- Misi BAF adalah memberikan layanan solusi keuangan terbaik
untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

3. Struktur Organisasi BAF Syariah
Berikut ini adalah Struktur Organisasi BAF Syariah:

Presiden Director

Gambar 4. Struktur Organisasi BAF Syariah
Pejabat-pejabat pada struktur organisasi BAF adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Shinichiro Shimada
Wakil Presiden Direktur : Yoshiki Watanabe
Direktur : Sigit Sembodo
Direktur : Alung Ng

Direktur (membawahi UUS) : Imam Budianto

Div Head UUS PT BAF : Arry Cahyono




4. Fitur Produk BAF Syariah

Berikut ini adalah produk yang saat ini dimiliki oleh BAF Syariah:

Fatwa Dewan Syariah Nasional
NO: O4/’DSN MUI/IV /20060
tentang Murabahah
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Gambar S. Produk BAF Syariah

a. NMUC Syariah
NMC (New Motor Cycle) Syariah adalah pembiayaan
syariah di BAF yang dijalankan oleh Unit Usaha Syariah (UUS)
sudah dimulai sejak tahun 2012 sebagai respon akan banyaknya
permintaan konsumen atas pembiayaan dengan skema syariah.
Sejak  dikeluarkannnya POJK No 31/2014  tentang
“Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah” BAF kembali
melakukan registrasi atas Unit Usaha Syariah (UUS) nya seperti
yang diamanatkan oleh POJK tersebut.
1) Obyek Pembiayaan Syariah BAF
Pembiayaan NMC Syariah di BAF ditujukan untuk
pengadaan motor baru merek Yamaha dengan menggunakan
akad murabahah. Namun demikian BAF juga merencanakan
untuk mengembangkan Unit Usaha Syariah (UUS)-nya
untuk melakukan pembiayaan yang tidak terbatas kepada
pembiayaan barang tapi termasuk juga pembiayaan jasa dan
pembiayaan investasi dengan menggunakan akad ijarah,
IMBT (Jjarah Muntahiyyah Bit Tamlik), mudharabah atau
lainnya.
2) Pelaksanaan Pembiayaan Syariah di BAF
Pembiayaan pembiayaan syariah di  BAF
dilaksanakan dan dikembangkan oleh Unit Usaha Syariah
(UUS) yang telah mendapatkan izin beroperasi yang terbaru
sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK no




KEP-129/NB.223/2015 tanggal 15 Juni 2015. Di bulan Juni
2015 itu pula, BAF Syariah telah mendapat izin operasional
dari OJK atas 22 cabang. Pada saat ini BAF juga sudah
mengajukan 110 cabang berikutnya untuk mendapatkan izin
OJK, sampai ke depannya diharapkan seluruh cabang BAF
dapat melayani pembiayaan syariah kepada konsumen.

BAF Syariah juga terus melakukan koordinasi dan
komunikasi intens dengan regulator dan asosiasi. Hal ini
dilakukan terkait dengan perencanaan bisnisnya, terutama
dalam rangka antisipasi atas kemungkinan hadirnya regulasi
yang berdampak pada operasional bisnis BAF Syariah.

b. BAF Syana (Syariah Dana)
1) Definisi Produk

2)

Gambar 6. Produk BAF Syana (Syariah Dana)

Syana (Syariah Dana) merupaka'n\ fasilitas
pembiayaan kembali (Refinancing) dengan menggunakan
Prinsip Syariah bagi pemilik kendaraan bermotor (roda dua)
untuk mememuhi berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan
mendesak saat ini ataupun dijadikan bentuk investasi masa
depan. Nilai Pembiayaan yang bisa didapatkan sampai 20
Juta.

Produk ini bisa diberikan kepada konsumen baru dan
kepada konsumen lama, namun telah melunasi pembiayaan
sebelumnya.

Fitur Produk

Ketentuan umum dari fitur produk refinancing pada
BAF Syariah adalah sebagai berikut:
a) Nama produk adalah Syariah Dana (SYANA)




3)

b) Produk SYANA mengacu pada “Fatwa DSN” No:
89/DSN-MUV/XI1/2013 tentang “Pembiayaan Ulang
(Refinancing) Syariah™.

¢) Akad yang tersusun, terdiri dari akad jual beli (bai’), dan
sewa berakhir lanjut milik (ijarah muntahiya bi tamlik)

d) Konsumen mempunyai aset ("urudh).

e) Konsumen mengajukan refinancing syariah kepada
BAF.

f) BAF menaksir aset yang dimiiiki konsumen.

g) BAF membeli aset konsumen (dengan akad bai’).

h) BAF dan konsumen menggunakan akad sewa berakhir
lanjut milik (ijarah muntahiya bit tamlik)

i) BAF membiayai aset yang telah dibeli tersebut dengan
cara menyewakan kembali, menggunakan akad IMBT.

j) Pada akhir masa sewa, BAF mengalihkan kepemilikan
dari aset (objek sewa) kepada konsumen dengan akad
hibah.

Alur akad inilah yang diterapkan pada produk
pembiayaan ulang (refinancing) Syariah pada BAF Syariah,
yakni menggunakan akad bay’ wal isti jar.

Proses Persetujuan

Berikut ini adalah alur proses persetujuan
pembiayaan ulang (refinancing) pada BAF Syariah. Alurnya
sederhana, yakni konsumen datang bersama motor dan
BPKB, kemudian BAF Syariah mengecek kondisi motor.
BAF melakukan analisis pembiayaan termasuk interview
dengan calon konsumen. Setelah analisis pembiayaan
dilakukan dan memenubhi kriteria pembiayaan, BAF Syariah
memberikan persetujuan. Setelah dilakukan pemberkasan,
maka dana bisa dicairkan.

Konsumen

Datang Cek Kondisi
bersama Motor Motor

Gambar 7. Alur Produk BAF Syana




4) Konsumen yang dapat memperoleh Fasilitas Syana
a) Mempunyai penghasilan (Contoh: Pegawai/Pengusaha)
b) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (Pemohon &
Pasangan/ Penjamin)
¢) Memiliki Kartu Keluarga (KK)
5) Kiriteria Unit yang bisa dibiayai:
a) Kondisi kendaraan layak jalan
b) Merk motor Yamaha dan Honda
c) Surat-surat kendaraan asii, lengkap dan masih berlaku
(BPKB, STNK, dan Pajak)
d) Surat-surat kendaraan atas nama sendiri
e) Produksi kendaraan maksimum 5 Tahun
6) Jangka Waktu Pembayaran:
a) 6 Bulan
b) 12 Bulan
c) 18 Bulan
d) 24 Bulan
7) Manfaat lainnya:
a) Tanpa Potongan
b) Proses Cepat
¢) Syarat Mudah
d) Angsuran Terjangkau
e) Asuransi Kendaraan + Jiwa.

5. Prosedur Pembiayaan Ulang (Refiancing) BAF Syariah

Berikut ini adalah diagram prosedur pembiayaan ulang
(refinancing) BAF Syariah

Proses BAF SYANA

Adiiin

Gambar 8. Mekanisme Pembiayaan Ulang BAF Syariah




10

Berikut ini adalah penjelasan dari prosedur produk BAF

SYANA yang dilaksanakan dalam rangka pembiayaan ulang
(refinancing syariah), adalah sebagai berikut:

a.

Konsumen

1) Konsumen butuh pembiayaan.

2) Konsumen datang ke cabang BAF membawa motor dan
BPKB.

CS/Admin

1) Customer Service atau Admin memberikan informasi umum
mengenai BAF Syana.

2) CS atau Admin memberikan informasi terkait dengan
dokumen persyaratan dan kriteria konsumen.

Admin

1) Admin melakukan print dan cek kartu piutang konsumen.

2) Admin melakukan taksasi dan mengambil foto unit kendaraan.

3) Admin melakukan grading.

Admin

1) Admin menginput hasil cek item kendaraan ke dalam
kalkulator BAF.

2) Admin menginformasikan nilai pembiayaan kepada
konsumen.

Admin

1) Admin melakukan interview kepada konsumen.

2) Form yang dipergunakan adalah form verifikasi dan FAP
(Form Aplikasi Pembiayaan).

Admin Head / Branch Head
1) Melakukan review hasil inputan kalkulator dan form
verifikasi.

Credit Analyst / Credit Head

1) Melakukan analisis konsumen dan foto kendaraan.

2) Memberikan rekomendasi.

Branch Head

1) Proses final approval.

Konsumen dan Admin

1) Konsumen tanda tangan akad jual beli dari konsumen ke BAF
dan dilanjutkan dengan akad sewa berakhir lanjut milik dari
BAF ke konsumen.

2) Konsumen tanda tangan statement letter, yakni surat
pernyataan konsumen mematuhi perjanjian.

3) Penyerahan kuitansi jual ke BAF.

4) Serah terima BPKB ke BAF.
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)- Admin
1) Memberikan cash card (BNI Syariah).
2) Memberikan form konfirmasi (PO).
k. Admin
1) Melakukan input pada sharepoint (website khusus milik BAF
Syariah) dengan materi input berupa tanggal penyerahan
kartu, nama lengkap konsumen, nomor HP, limit kartu.
. BOS (Branch Office Support)
1) Melakukan input aplikasi konsumer di Convin Syariah.
2) Cut Off pada pukul 11.00.
3) Catatan agar BOS tidak lupa melakukan input nomor kartu
cash card dari BNI.
m. AH (A4dmin Head)
1) Memastikan status go live.
2) Melakukan input nomor perjanjian sewa berakhir lanjut milik,
pada share point.
3) Memastikan tanggal jatuh tempo adalah setiap tanggal 5.
n. Konsumen
1) Menerima SMS Blasting dari Customer Care BAF berisi
nomor PIN.
0. Konsumen
1) Mengambil uang di ATM/Teller BNI/BNI Syariah.
2) Konsumen harus menarik vang sekaligus.

. Contoh Perhitungan Produk Pembiayaan Ulang (Refiancing)
BAF Syariah

Contoh perhitungan dari implementasi pembiayaan ulang
(refinancing) BAF Syariah menggunakan akad al bay’ wal isti jar.
Harga dan Pembiayaan
Harga Taksiran UMC =Rp. 9,000,000 (100%)
Maksimal Pembiayaan (mis: 70%) =Rp. 6,300,000 (70%)

Akad Jual Beli (bai’):

Harga Barang (Urudh) = Rp. 6,000,000 (kebutuhan)
Akad sewa berakhir lanjut milik dengan prinsip IMBT:

Harga Barang (Urudh) = Rp. 6,000,000*

Premi Asuransi = Rp. 300,000*

Biaya Administrasi = Rp. 200,000*
Pendapatan Sewa = Rp. 2,000,000

Harga Sewa = Rp. 8,500,000*

Masa Sewa = 12 bulan*

Angsuran Sewa = Rp. 708,333*

Catatan: * disebutkan di perjanjian “bai’ wal isti jar IMBT)”
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Demikian hasil wawancara dan pengambilan data pada Unit Usaha
Syariah PT BAF. Data dan hasil wawancara ini disampaikan sebenar-
benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Juli 2017

Mengetahui,
Kepala Unit Usaha Syariah
Peneliti PT Bussan Auto Finance

e

Zukhru Fatuzzahro Arry Cahyono
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SYARIAH NASIONAL M

National Sharia Board - Indonezian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiglal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp.(021) 3450932 Tax. (021} 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 09/DSN-MUVIV/2000

Tentang
PEMBIAYAAN 1JARAH

g i A

Dewan Syari’ah Nasional setelah

Menimbang

Mehgingat

a.

bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu
barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu
akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam
waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrag), tanpa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;

bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain
guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan
pembayaran upah (ujrah/fee);

bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga
keuangan syari’ah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah;

bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN
memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk
dijadikan pedoman oleh LKS.

Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

P o S

oL:J\g;o ,,..,(.._,G:w,,, fucg,b)w)uwm_rﬁ

Zm

2 eo- v sA 0. T B - T e s 0l e0io- ~od
L@*!V-M-\fﬁ%ub-ﬁw&yrww)) O

e 2o . Y EP R BN

Q)ML«AI.;-;JJ)WJJ c\:j»...«
“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu?
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka
dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian
mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar seba-
gian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan
rahmat Tuharnmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:
;&L;\S‘;gn;'cu;»rs,y,\ ‘;’w"‘w Li;,;;;
,@ o',LL;JL;J 30 Of alery (1 LE 4;}JJ~JL; ;::\L;
‘...Dan Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

()

ol
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menurut yang patut. Bertagwalah kepada Allah; dan ketahuilah
bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

(ol &t o e Oy Sl iU LAy G

ROV
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku!
Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk

bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya.’”

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

s

A Damg OF ) a5 1l
“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

5. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id
al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

2.0 £ 30 027 4

S s gacy o
“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah
upahnya.” .
6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Wagqash. ia berkata:

R S e
PR PPN T o T ARV

W Ll G Ko
“Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil
pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal

tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan
emas atau perak.”’

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:
U o1 5 W 205 Gl W Gl 00 Tl
5,,",f;f", P ‘./_: —,, s, ’,'TA.J",

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram,; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.”

Dewan Syariah Nasional MUI
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Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.

9. Kaidah figh:
P ’),‘i’ ‘/’e //,‘l .‘05’
Ges 5 Lo 5 J2 01 V) Uy oG B e
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
Pl o e 13 il s
“Menghindarkan mafsadat  (kerusakan, bahaya)  harus
didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.”
Memperhatikan Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari
Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH
Pertama ¢ Rukun dan Syarat ljarah:

1. Sighat [jarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua
belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau
dalam bentuk lain.

2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi
jasa dan penyewa/pengguna jasa.

3. Obyek akad ijarah adalah :

a. manfaat barang dan sewa; atau
b. manfaat jasa dan upah.
Kedua ¢ Ketentuan Obyek Jjarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau
jasa.

2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat
dilaksanakan dalam kontrak.

3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak
diharamkan).

4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan
syari’ah.

5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk
menghilangkan  jahalah (ketidaktahuan) yang akan
mengakibatkan sengketa.

6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk
jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau
identifikasi fisik.

7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar

nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang
dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa
atau upah dalam Ijarah.

Dewan Syariah Nasional MUI
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8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain)
dart jenis yang sama dengan obyek kontrak.

9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ljarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang
diberikan _
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk
menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai
kontrak.

b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya
ringan (tidak materiil).

c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran
dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena
kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia
tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
: terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di  : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAIJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, ,

Pr . Ali Yafie

Dewan Syariah Nasional MUI
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DEWAN SYARIEH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indoncsian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiglal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 33440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 27/DSN-MUV/I11/2002

Tentang
AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK

r...>~)\ J.H Am r......a
Dewan Syariah Nasional setelah,

Menimbang : a. bahwa dewasa ini dalam masyarakat telah umum dilakukan
praktik sewa-beli, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang
disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang
disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat
tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan
akad sewa-beli yang sesuai dengan syari'ah;

c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syari'ah Nasional (DSN)
memandang perlu menetapkan fatwa tentang sewa-beli
yang sesuai dengan syari'ah, yaitu akad al-ijarah al-

muntahivah bi al-tamlik (Ldady 14240 3,=-YY) atau al-ijarah
wa al-igtina’ (s\3Y\y 5 ,1>-Y1) untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah, QS. al-Zukhruf [43]: 32:

e Kov o o o S0  m . %

gwwwﬁcd)w)dwrb\

] S5 G e GaYy (S §g;m

’,.;/o,’ Mo, o P 2 0 .. s 0. 0355 0.

gy Law T Bl 0T ‘UI’"“' Lax

“Apakah mereka yang  membagi- bagtkan rahmat
Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka
penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami
telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang
lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat
mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat
Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

2. Hadits Nabi riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan
Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:
NP A \,,T gars o
“Barang siapa mempekerjakan pekerja, berttahukanlah
upahnya”
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Hadits Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i dari
Sa'd Ibn Abi Wagqash, dengan teks Abu Daud, ia berkata:

. e o [P S PTIN
Bl Uy 03 e G B L Y o SO
- » - ‘, ” » 1 L L e . o
S5 Le LG e A LDl 07 U e (U
b Y Cady G SO ol BTAT
“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil
tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri
air; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal
tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah
itu dengan emas atau perak (uang).”

Hadits Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani,
Nabi s.a.w. bersabda:
PLE GE T L L. 4% 2. o 2% e w . 5°%8 7

o Lo 0., 2. . Iy T se #%. Foo-
SN O Ui V) el S (o O paleadty W~

.. 2. F
“Perjanjian boleh dilakukon di antara kaum muslimin
kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat
dengan syarat-syarat. mercka kecuali syarat yang

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.”

Hadits Nabi riwayat Ahmad dari 1bnu Mas’ud:

L T D S O . s s, ..

:Mg{g:wfrbjﬁsau\é.pfﬂ\dy)w
L ety

“‘Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam
satu obyek.”

Kaidah figh:
- ” rd P ° » “ . ° s . s . £
Gl S5 B J05 02 of Wy a0y oSGl 5 Y

“Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

P e P I 4 - 2 . eF
.al(‘._i;r:sw|o,\,.-,u4\

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum
Allah.”

Dewan Syariah Nasional MUI
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Memperhatikan : 1. Surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan No.
2293/DSAK/IAI/1/2002 tertanggal 17 Januari 2002 perihal
Permohonan Fatwa.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional
pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H. / 28 Maret
2002.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :  FATWA TENTANG AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI
AL-TAMLIK
Pertama : Ketentuan Umum:

Akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik boleh dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah
(Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUV/IV/2000) berlaku pula
dalam akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.

Perjanjian untuk melakukan akad al-ljarah al-Muntahiyah
bi al-Tamlik harus disepakati ketika akad Ijarah
ditandatangani.

Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam
akad.

Kedua ¢ Ketentuan tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik

1.

Ketiga S

Pihak yang melakukan al-ljarah al-Muntahiah bi al-Tamlik
harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad
pemindahan kepemiiikan, baik dengan jual beli atau
pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah
selesai.

Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal
akad [jarah adalah wa'd (a=4l), yang hukumnya tidak
mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus
ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah
masa [jarah selesai.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau
jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi
Syari'ah - setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan jika di kemudian hari termyata terdapat
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana
mestinya.

Dewan Syariah Nasional MUI
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Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 14 Mubarram 1423 H.
28 Maret 2002 M.

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAIJELIS ULAMA INDONESIA

Sekretaris,

/ Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Dewan Syariah Nasional MUI
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DEWAN SYARIAH RASIONAL Wit
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Schkretariat : Masjid Istiglal Kanar 12 Taman Wijaya Kusuma. Jakarta 'usat 10710
Telp.(021) 3450932 Tax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
NO: 71/DSN-MUI/VI/2008

Tentang
SALE AND LEASE BACK

(M= pa )
I

Dewan Syari’ah Nasional, setelah:

Menimbang : a bahwa dalam masyarakat berkembang suatu kebutuhan jual beli
suatu aset untuk kemudian pembeli menyewakan kembali aset
kepada penjual, yang disebut dengan Sale and Lease Back;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut,
diperlukan aturan Sale and Lease Back yang sesuai dengan prinsip
syariah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama
Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Sale and
Lease Back untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT., antara lain:
a. QS. Al-Maidah 5]: 1
- [

.;,MJ\J o 1 u,.m Wi

»»

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...
b. QS al-Qashash [28]: 26

A1 g e o\ o e w\L, L..A\.l;—\ =6
7 U" r" J"

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku!

Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk

bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat
" dipercaya’.”

c. QS.al-Kahfii [18]: 77
\f\i.l&g).\’uU L )JJU

Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambzl
upah untuk itu."
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d. QS. al-Bagarah[2]: 275
I A IR
LA e e
“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba”.
e. QS. an-Nisaa[4]: 29
,J’.E’ RN T I AL S I RSV S
0,55 of Yy bty 280 ATl st 3 1,47 i G g
o ’ ] Py . PR
o P s
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu.”

2. Hadits-hadits Nabi shallallahu alaihi wasallam, antara lain:

a. Hadits Qudsi riwayat Imam al-Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah
dari Abu Hurairah (teks al-Bukhari), Nabi bersabda:

Tef” . Y e es2e . ETT L .. . A T
& 2 Jo) a8 aglan UL ADS 1 ] T i B
., ;,,;":s’;/,“;, .7 sl o .1 .
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“Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: “Ada tiga kelompok
yang Aku memusuhi mereka pada Hari Kiamat nanti. Pertama,
orang yang  bersumpah atas nama-Ku lalu ia
mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka
(bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil)
keuntungannya.  Ketiga, orang yang memperkerjakan
seseorang, lalu ia meminta pekerja itu memenuhi
kewgjibannya, sedangkan ia tidak membayarkan upahnya.”

b. Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi
bersabda:

s s L% E el e £ Lo E° oE
e Cammg OF ol Lo Y1 1 ylasd
“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

c. Hadits riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu
Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:
S0 & 30 o 87 |

.an-\A.A.la..b

et ol
“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah
upahnya.”

d. Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ad-Daruquthni dari
Sa'd Ibn Abi Waqgash (teks Abu Dawud), ia berkata:
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“Dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil
pertanian’yang rumouh di pinggir selokan dan yang tumbuh di
bagian yang dialiri air; maka, Rasulullah melarang kami

melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami
menyewakannya dengan emas atau perak.”

e. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:
U Jo1 51 W 25 Gl W) Gnalll01 05 Tt mllal
soe T EET L ca. Tel e LT ae st
L G 5 1 B0 V) ek s JB 0 LA
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram: dan kaum muslimin terikat dengan

_ syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang
halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Ijma’ ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.
4. Kaidah Figih:
R I P e N A N R A R WA

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ”

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama; antara lain:
a. Al-Syairazi, al-Muhadzdzab, juz 1 Kitab al-Ijarah hal. 394:

S BB 0y e e B sy A

oY ¢.J| N 55 Gh oS ) sl QJLAJ\

cEL ..
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“Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat
yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama
dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli
atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula
akad ijarah atas manfaat.”
b. -Ibnu Qudamah, al-Mughni, VIII /7:

OB B (i & GHYY) oo

“ljarah adalah jual beli manfaat; dan manfaat berkedudukan
sama dengan benda.”
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c. Imam al-Nawawi, al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, XV/308;
al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, 11/332; al-Dimyathi, [’anah al-
Thalibin, 111/108:

LS sty S s alets [356-91] G -t ofy.

OGN A B U8 B Bk el B0
“...kebutuhan orang mendorong adanya akad ijarah (sewa
menyewa), sebab tidak setiap orang memiliki kendaraan,
tempat tinggal dan pelayan (pekerja). Oleh karena itu, ijarah

dibolehkan sebagaimana dibolehkan juga menjual benda.”
d. Ibnu Qudamah, al-Mughni, VIII, 113:

o P2 er o T2 ° $o 58 PRI SIS DR SIS
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“Benda yang disewa adalah amanah di tangan penyewa; jika
rusak bukan disebabkan kelalaian, penyewa tidak diminta
harus bertanggung jawab (mengganti).”’

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional MUI pada
hari Kamis, 22 Jumadil Akhir 1429 H. / 26 Juni 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG SALE AND LEASE BACK

Pertama :  Ketentuan Umum
Sale and Lease Back adalah jual beli suatu aset yang kemudian
pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual.

Kedua :  Ketentuan Hukum
Sale and Lease Back hukumnya boleh.

Ketiga :  Ketentuan Khusus

1. Akad yang digunakan adalah Bai’ dan [jarah yang dilaksana-kan
secara terpisah.

2. Dalam akad Bai’, pembeli boleh berjanji kepada penjual untuk
menjual kembali kepadanya aset yang dibelinya sesuai dengan
kesepakatan.

3. Akad Jjarah baru dapat dilakukan setelah terjadi jual beli atas aset
yang akan dijadikan sebagai obyek Jjarah.

4. Obyek ljarah adalah barang yang memiliki manfaat dan nilai
ekonomis.

5. Rukun dan syarat ljarah dalam fatwa Sale and Lease Back ini
harus memperhatikan substansi ketentuan terkait dalam fatwa

DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiaya-an
Tjarah.
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6. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

7. Biaya-biaya yang timbul dalam pemeliharaan Obyek Sale and
Lease Back diatur dalam akad.

Keempat :  Penutup

1. Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika

di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Jumadil Akhir 1429 H.
26 Juni 2008 M.

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

)
L b H /)

el e T IMLEF : o
< JS¢DRS.[H.M. ICHWAN SAM
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DEWAN SYARIAH NASIONAYL a¥lL
National Sharia Boaid - Indonesian Council of Ulamus

Sekretariat : Masjid Istigqlal Kamar 12 taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusar 10710
Telp.(V21) 3450932 Fax. (021) 3430889

FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
NO: 73/DSN-MUI/X1/2508

Tentang
MUSYARAKAH MUTANAQISAH

e 3

e
Dewan Syari’ah Nasional setelah

Menimbang : a. bahwa pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dalam
kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun
resiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternatif dalam proses
kepemilikan aset (barang) atau modal;

b. bahwa kepemilikan aset (barang) atau modal sebagaimana dimaksud
dalam butir a dapat dilakukan dengan cara menggunakan akad
musyarakah mutanagisah;

c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah, Dewan Syariah Nasional MUl memandang perlu
menetapkan fatwa tentang musyarakah mutanagisah untuk
dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT.:
a. QS. Shad {38]: 24:

T TN (a5 3 e ek ,,J f\LI"" f o \,5 SIr
o U I el 1)

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyarikat
itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain,
kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan

amat sedikitlah mereka ini...."
b. QS. al-Ma’idah [S}: 1:
a1 AT
“Hai orang yang beriman! Penuhilc;h aka/d—akad itu....”
2. Hadis Nabi o '

a. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW
berkata:

KR
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“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua
orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak
mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah
crkl-iznat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang
dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

b. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

s .. 2L EeEL L s, st 2. e 3% oo w . s 7
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“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan

syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang
halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Tagqgrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh
masyarakat pada saat itu sebagaimana disebutkan oleh al-Sarakhsiy
dalam a/-Mabsuth, juz 11, halaman 151.

4. Ijma’ Ulama atas bolehnya musyarakah sebagaimana yang disebut
oleh Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, juz V, halaman 3 dan al-
Susiy dalam Syarh Fath al-Qadir, juz V1, halaman 153.

5. Kaidah figh:

i S S L}J: g2 of bl o.w\ WAL & A

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama
a. Ibnu Qudamah, al-Mughni,(Bayrut: Dar al-Fikr, t.th), juz 5, hal.
173:

L5 N‘)LP- &J“’ng’f‘-h-l’“d ‘)-‘j
.o;& ._i).l»
Apabila salah satu dari dua yang bermitra (syarik) membeli

porsi (bagian, hishshah) dari syarik lainnya, maka hukumnya
boleh, karena (sebenarnya) ia membeli milik pihak lain.

b. Ibn Abidin dalam kitab Raddul Mukhtar juz 11l halaman 365:

Dewan Syariah Nasional MUI
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Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra (syarik)
dalam (kepemilikan) suatu banguan menjual porsi (hissah)-nya
kepada pihak lain, maka hukumnya tidak boleh; sedangkan
(ika menjual porsinya tersebut) kepada syarik-nva, maka
hukumnya boleh.

c. Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Muamalah Al-Maliyah Al-
Muasirah, hal. 436-437:

a)LJ}!\f— \_AAL...:«Y -wj..._l\ 9.9 13}:...“ 6;\.’...:..;\ a.,'u:
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“Musyarakah mutanaqishah ini dibenarkan dalam syariah,
karena —sebagaimana ljarah Muntahiyah bi-al-Tamlik—
bersandar pada janji dari Bank kepada mitra (nasabah)-nya
bahwa Bank akan meniual kepada mitra porsi kepemilikannya
dalam Syirkah apabila mitra telah membayar kepada Bank
harga porsi Bank tersebut.

Di suat berlangsung, Musyarakah mutanaqishah tersebut
dipandang sebagai Syirkah ‘Inan, karena kedua belah pihak
menyerahkan kontribusi ra’sul mal, dan Bank mendelegasikan
kepada nasabah-mitranya untuk mengelola kegiatan usaha.
Setelah selesai Syirkah Bank menjual seluruh atau sebagian
porsinya kepada mitra, dengan ketentuan akad penjualan ini

dilakukan secara terpisah yang tidak terkait dengan akad
Syirkah.”

c. Kamal Taufig Muhammad Hathab dalam Jurnal Dirasat

Igtishadiyyah Islamtyyah Muharram 1434, jld. 10, volume 2,
halaman 48:
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Mengingat bahwa sifat (tabiat) musyarakah merupakan jenis
Jual-beli --karena musyarakah dianggap sebagai pembelian
suatu porsi (hishshah) secara musya’ (tidak ditentukan batas-
batasnya) dari sebuah pokok-- maka apabila salah satu mitra
(syarik) ingin melepaskan haknya dari syirkah, maka ia
menjual hishshah yang dimilikinya itu, baik kepada pihak
ketiga maupun kepada syarik lainnya yang tetap melanjutkan

musyarakah tersebut.

d. Nuruddin Abdul Karim al-Kawamilah, dalam kitab al-
Musyarakah al-Mutanagishah wa Tathbigatuha al-Mu ashirah,
(Yordan: Dar al-Nafa’is, 2008), hal. 133:
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Studi ini sampai pada kesimpulan bahwa Musyarakah
Mutanaqgisah  dipandang  sebagai salah satu  macam
pembiayaan Musyarakah dengan bentuknya yang umum; hal
itu mengingat bahwa pembiayaan musyarakah dengan
bentuknya yang umum terdiri atas beberapa ragam dan macam
yang berbeda-beda. Dilihat dari sudut “kesinambungan
pembiayaan” (istimrariyah al-tamwil), musyarakah terbagi
menjadi tiga macam: pembiayaan untuk satu kali transaksi,
pembiayaan musyarakah permanen, dan pembaiayaan
musyarakah mutanaqishah.

2. Surat permohonan dari BMI, BTN, PKES dan lain-lain.

3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari
Jumat, tanggal 15 Zulqa’dah 1429 H./ 14 Nopember 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA MUSYARAKAH MUTANAQISAH
Pertama . Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

a. Musyarakah Mutanaqgisah adalah Musyarakah atau Syirkah
yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak

Dewan Syariah Nasional MUI
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(syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh
pihak lainnya;

b. Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah
(musyarakah).

c. Hishshah adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan
musyarakah yang bersifat musya’.

(.

Musya’ (£4%-) adalah porsi atau bagien syarik dal~m kekayaan
musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat
ditentukan batas-batasnya secara fisik.

Kedua . Ketentuan Hukum
Hukum Musyarakah Mutanaqisah adalah boleh.
Ketiga . Ketentuan Akad

1. Akad Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah/
Syirkah dan Bai’ (jual-beli).

2. Dalam Musyarakah Mutanaqgisah berlaku hukum sebagaimana
yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000
tentang Pembiayaan Musyarakah, yang para mitranya memiliki
hak dan kewajiban, di antaranya:

a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan
pada saat akad.

b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang
disepakati pada saat akad.

c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.

3. Dalam akad Musyarakah Mutanagisah, pihak pertama (syarik)
wajib berjanji untuk menjual seluruh hishshah-nya secara
bertahap dan pihak kedua (syarik) wajib membelinya.

4. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan
sesuai kesepakatan.

5. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishshah LKS
beralih kepada syarik lainnya (nasabah).

Keempat : Ketentuan Khusus

1. Aset Musyarakah Mutanaqisah dapat di-ijarah-kan kepada syarik
atau pihak lain.

2. Apabila aset Musyarakah menjadi obyek ljarah, maka syarik
(nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang
disepakati.

3. Keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai
dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan
kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah
keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan

- sesuai kesepakatan para syarik.

4. Kadar/Ukuran bagian/porsi kepemilikan asset Musyarakah syarik
(LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah),
harus jelas dan disepakati dalam akad;

Dewan Syariah Nasional MUI




Fatwa Musyarakah Mutanagisah 6

5. Biaya perolechan aset Musyarakah menjadi beban bersama
sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli;

Kelima : Penutup

1. Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan sesuai prinsip syariah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tangeal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Jakarta

Tanggal : 15 Zuiga’dah 1429 H
14 Nopember 2008 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAIJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, ,

.
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“ DRS. H.M. ICHWAN SAM
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National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-JakartaPusat 10320 Telp.: (021) 3904146 Fax.:(021)31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 89/DSN-MUVXI1/2013
Tentang

PEMBIAYAAN ULANG (REFINANCING) SYARIAH
c APy

Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah

Menimbang : a. bahwa di kalangan masyarakat muncul pertanyaan mengenai
transaksi pembiayaan ulang (refinancing) yang sesuai dengan prinsip
syariah;

b. bahwa ketentuan tentang iransaksi pembiayaan ulang (refinancing)
yang berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa
DSN-MUI;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam
huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa
tentang pembiayaan ulang (refinancing) :Syariah untuk dijadikan
pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Mengingat : 1. Firman Allah SWT
a, QS.al-Ma’idah [5]: 1:
sy ipdsf st s @i

>

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. ..."

b. Q.S.al-Nisa’ [4]: 58:
I G pAas 15y Lalal ) Ul 383 ¢

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu
menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan
adil....”

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia 77"
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c. QS. al-Isra’ [17]: 34:
VY3is O 3 &) eaialy 133

“...Dan penuhilah janji; sesungguhnya jawji itu pasti diminta
pertanggunganjawabannya. ”
d. QS al-Bagarah [2]: 275.
e s w4 s
“..Allah telah menghalalkan jual> beli dan mengharamkan
riba....’

e. QS al-Baqarah [2]: 278:
Giaadh SR G e o G 13355 A 185 1,57 340 Gl

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman.”

f. QS. al-Nisa’ [4] : 29:
53 5,5 oy iy oKa (Lipal 8T v 1 0 Wi
K o
“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan

(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa
perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....”

g. QS. al-Baqarah [2]: 283:
L $Hs A8 Y 0 3 et 1Klakg ]
.. Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatmya dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

S,

o

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat
Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:
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Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah 3

“Rasulullah s.aw. menetapkan: Tidak boleh

membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula)
membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain)
dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w.
berkata:

ol BAsT p % 1 G & % 26 ol sk Juesdn §
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“Allah s.w.t. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang
yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati
pihak yang lain. Jika salah satu pihak berkhianat, Aku keluar

dari mereka.” (HR. Abu Daud)

3. Pendapat Ulama:

Q_SMQ‘Y’,j\;,i:A ﬂwu\.Q.A.J‘Jp-\ ""\U)
(rofo wulas Y gall) Lonk av

“Apabila salah satu dari dua yang bermitra (syarik) membeli

porsi (bagian, hishshah) dari syarik lainnya, maka hukumnya

boleh, karena (sebenarnya) ia membeli milik pihak lain (Ibn

Qudamah dalam al-Mughni).
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“Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra (syarik)
dalam (kepemilikan) suatu bangunan menjual porsi (hishshah)-
nya kepada pihak lain, maka hukumnya tidak boleh; sedangkan
jika menjual porsinya tersebut kepada syarik-nya, maka
hukumnya boleh (Ibn ‘Abidin dalam Rad al-Muhtar ‘ala al-Dur
al-Mukhtar).
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Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah 4
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“Musyarakah mutanagishah ini dibenarkan dalam syariah,
karena — sebagaimana [jarah Muntahiyah bi-al-Tamlik—
bersandar pada janji dari Bank kepada mitra (nasabah)-nya
bahwa Bank akan menjual kepada mitra porsi kepemilikannya
dalam Syirkah apabila mitra telah membayar kepada Bank harga
porsi Bank tersebut. Di saat berlangsung, Musyarakah
mutanaqishah tersebut dipandang sebagai Syirkah ‘Inan. karena
kedua belah pihak menyerahkan kontribusi ra’sul mal, dan Bank
mendelegasikan kepada nasabah-mitranya untuk mengelola
kegiatan usaha. Setelah selesai Syirkah Bank menjual seluruh
atau sebagian porsinya kepada mitra, dengan ketentuan akad
penjualan ini dilakukan secara terpisah yang tidak terkait dengan
akad Syirkah.”

S s 050 T s fooy] ) s By e
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“...kebutuhan orang mendorong adanya akad ijarah (sewa
menyewa), sebab tidak setiap orang mcmiliki kendaraan, tempat
tinggal dan pelayan (pekerja). Oleh karena itu, ijarah dibolehkan
sebagaimana dibolehkan juga menjual benda.” (Khatib al- ..
Syarbini dalam Mughni Al-Muhtaj)
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“Benda yang disewa adalah amanah di tangan penyewa; jika
rusak bukan disebabkan kelalaian, penyewa tidak diminta harus
bertanggung jawab (mengganti).” (Ibn Qudamah dalam al-
Mughni)

4. Dalil Mi’yar Syar’i No. 13 (7-1/7)
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Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah 5

“Pada prinsipnya modal usaha mudharabah harus berupa uang. Akan
tetapi boleh pula shaibul mal menyerahkan modal usaha kepada
mudharib berupa barang. Dalam hal modal usaha mudharabah
berupa barang, harus dilakukan penksiran harga barang oleh pihak
ahli yang disepakati para pihak pada saat akad dilakukan (untuk
menentukan jumlah modal dalam mata uang yang digunakan)”

Memperhatikan  : a. Hasil Pembahasan Working Group Perbankan Syariah (WGPS)
7 ' tentang Pengalihan Piutang Pembiayaan Antar Lembaga Keuangan
Syariah (IKS) di Bandung tanggal 7-9 Februari 2013, di Bandung
tanggal 27-29 September 2013.
b. Hasil Pembahasan Working Group Perbankan Syariah (WGPS)
bersama Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) tentang
Pengalihan Piutang Pembiayaan Antar Lembaga Keuvangan Syariah
(LKS) di Anyer Banten tanggal 20-22 juni 2013.
c. Pendapat peserta Rapa} Pleno DSN-MUI pada hari Rabu, tanggal
04 Desember 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Fatwa tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah

Pertama : Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pembiayaan ulang (refinancing) adalah pemberian fasilitas
pembiayaan baru bagi nasabah baru atau nasabah yang belum
melunasi pembiayaan sebelumnya;

2. Pembiayaan ulang syariah (sharia refinancing) adalah pembiayaan
ulang berdasarkan prinsip syariah;

3. Pembiayaan ulang syariah (sharia refinancing) mencakup dua
keadaan: 1) pembiayaan vang diberikan kepada calon nasabah yang
telah memiliki aset sepenuhnya; dan 2) pembiayaan yang diberikan
kepada calon nasabah yang telah menerima pembiayaan yang belum
dilunasinya;

4. Tagwim al- ‘urudh adalah penaksiran harga barang/penaksiran aset
dengan mata uang tertentu yang disepakati pihak-pihak;

Kedua : Ketentuan Hukum
Pembiayaan ulang (refinancing) boleh dilakukan Lembaga Keuangan
Syariah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam fatwa ini.
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Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah 6

Ketiga : Ketentuan Akad terkait Pembiayaan Ulang (Refinancing)

Skema 1 : Akad musyarakah mutanagishah dengan ketentuan sebagai

berikut :

1. Semua rukun, syarat dan ketentuan serta pedoman yang terdapat
dalam akad musyarakah mutanaqishah (fatwa DSN-MUI Nomor:
73/DSN-MUI/X1/2008  tentang  Musyarakah  Mutanaqishah),
berlaku dalam akad pembiayaan ulang;

2. Modal syirkah dalam musyarakah mutanaqishah, boieh berupa
uang sesuai kesepakatan dan boleh juga berupa barang (‘urudh);
dan

3. Dalam hal modal syirkah berbentuk barang (‘wrudh), maka harus
dilakukan tagqwim al- ‘urudh;

Skema 2: Akad al-bai’ wa al-isti’jar dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua rukun, syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Akad al-
Bai’ ma‘a al-isti jar (Fatwa Nomor: 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang
Sale and Lease Back) berlaku dalam pembiayaan ulang;

2. Semua rukun, syarat dan ketentuan yang terdapat dalam akad ijarah
muntahiyyah bit tamlik (fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-
MUI/II/2002 tentang al-ljarah al-Muntahiyyah bi al-Tamlik),
berlaku dalam hal al-isti’jar yang digunakan adalah akad ijarah
muntahiyyah bi al- tamlik; dan

3. Pengalihan kepemilikan obyek sewa (intigal milkiyyah al-ma’jur)
setelah akad ijarah selesai, harus menggunakan akad hibah dan
tidak boleh menggunakan akad al-bai*,

Skema 3 : Akad al-bai * dalam rangka musyarakah mutanaqishah:

1. Semua rukun, syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Akad a/-
Bai' (antara lain Fatwa Nomor: 71/DSN-MUI/V1/2008 tentang
Sale and Lease Back) berlaku dalam pembiayaan ulang;

2. Semua rukun, syarat dan ketentuan serta pedoman yang terdapat
dalam akad musyarakah mutanaqishah (fatwa DSN-MUI Nomor:

73/DSN-MUI/X1/2008 . tentang  Musyarakah  Mutanagishah),
berlaku dalam akad pembiayaan ulang;

Keempat ¢ Mekanisme Musyarakah Mutanaqishah
1. Calon Nasabah méngajukan pembiayaan kepada Lembaga
Keuangan Syariah dalam rangka pembiayaan ulang (refinancing);
2. Lembaga Keuangan Syariah melakukan penaksiran (taqwim al-
‘urudh) terhadap barang atau aset calon nasabah untuk ditentukan
harga yang wajar, dalam rangka penentuan modal usaha (ra’sul

|
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Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah 7

mal) yang disertakan nasabah dalam bersyirkah dengan Lembaga
Keuangan Syariah;

Lembaga Keuangan Syariah menyertakan dana dalam jumlah

(V%]

tertentu yang akan dijadikan modal usaha syirkah dengan nasabah;
yang disertai syarat agar Nasabah menyelesaikan kewajiban
dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya jika ada;

4. Lembaga Keuangan Syariah memberikan kuasa (akad wakalah)
kepada nasabah untuk melakukan usaha yang halai dan baik antara
lain dengan akad ijarah;

5. Nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah membagi keuntungan
usaha sesuai nisbah yang disepakati atau porsi modal yang
disertakan (proporsional), dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi
modal; dan

6. Nasabah melakukan pengalihan komersil atas hishah milik
Lembaga Keuangan Syariah secara berangsur sesuai perjanjian;

Kelima : Mekanisme ai-Bai‘ wa al-Isti’jar
1. Calon Nasabah yang memiliki barang (‘wrudh) mengajukan
pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka
pembiayaan ulang (refinancing);
2. Lembaga Keuangan Syariah membeli barang (‘urudh) milik
nasabah dengan akad bai ;

(V8]

Nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan
sebelumnya jika ada;

4. Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah melakukan akad [jarah
Muntahiiyyah bit tamlik; dan

5. Pengalihan kepemilikan obyek sewa (ma jur) kepada nasabah hanya
boleh dilakukan dengan akad hibah, pada waktu akad ijarah
berakhir;

Keenam :  Mekanisme al-Bai‘ dalam Rangka Musyarakah Mutanagishah

1. Calon Nasabah yang memiliki barang (‘wrudh) mengajukan
pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka
pembiayaan ulang (refinancing);

2. Lembaga Keuangan Syariah melakukan penaksiran (tagwim al-
‘urudh) terhadap barang atau aset calon nasabah untuk ditentukan
harga yang wajar, dalam rangka pembelian sebagiannya oleh
Lembaga Keuangan syariah;
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Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah 8

3. Lembaga Keuangan Syariah membeli (dengan akad «/-bai’) atas
sebagian barang dari Nasabah, sehingga terjadi syirkah atas barang
dalam rangka pembentukan modal usaha syirkah;

4. Nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan
sebelumnya jika ada;

S. Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah melakukan akad
musyarakah mutanagishah dengan modal berupa barang yang
dinyatakan dalam hishah/unit hishah; '

Ketujuh : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kedelapan : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal : Q1 Shafar 1435 H
04 Desember 2013 M

DEWAN SYARTAH NASIONAL
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